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Pendahuluan

Poltsz ada[ak bagmn yang fungszorzal dalam dan bag; kehrdupan bemegara,
kekxdupan bermasyamkat dan keiudupan individual para anggota _-
masyarakatnya. Perubahan dalam kebyaksanaan kenegaraan akan berpengar h
dalam fuﬁgs' . Kebyaksanaan kenegaraan, seperti yang sekarang in :'
dz!akukan Indonesia, yang semulg menekankan keseragaman men_;adt

e neicaragaman dalam bentuk pembenan otonom: daerah yang seluas-luasn
akdn berpengaruh terhadap kebyaksanaan kepol:saan baik pada tmgkat naszoaal
imaupun pada tingkat daerah. Yaitu kebijaksanaan kepolisian berkenaan deng

Sungsi pohs: dalam negara, sebaga: pelayan masyarakat dan anggoe‘a-anggota
masyarakat -

Tulzsan int mencoba um‘uk menun_;ukkan, fungsz fungsz polzsz dalam mngka
oto.-zamr daerah, dan mencoba untuk menunjulkkan yang seharusnya d:lakukan
agar, fdr;gs:;fngs: pa[zsz tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. .. .
PembakaSan mengenai Polisi Indonesm (Polri} dalam rangka Otonomi Daerak
akan dzlakukan dalam. perspeldif fungsmya. Sehingga secara implisit, ..
pembahasan tersebut akarz menggunakan kerangka acuan sistem, d'unana polrt
merupakan selah saty unsurnya yang berada dalam hubungan saling terkoit
dengan berbagm unsur-unsur lainnya, yang secara imen yeluruh memproses _
masukan untuk menghaszlkan keluaran sesuai dengan tujuaniyang ingin dwapat
Yaitu sesuai dengan tujuan refonnas:, dan yang secara lebih khusus lagz o
menghaszlkan kebyaksanaan kenegaraan yang. tenvujud sebagat otonomi daemh
Tulisan ini akan mencakup urgian mengenai reformas: dan otonom: daerah '
fungs: pohsz, dan fungsx polts: dalam otanomx daerak

Reformasi dan ()tonomi Daerah
y eformasi yang telah dan se-

rakat madani

yang demokratis

Indonesia, sebenamya bertujuan
untuk dapat mencapai suatu ke-
hidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat yang berbentuk se-
bagai masyarakat sipil atau masya-

dang dilakukan oleh bangsa

‘Secara kenegaraan, demokrasi me-

nekankan pembedaan dan pertlm-_
bangan vyang saling mengontrol
antara fungsi eksekutif yang di-
punyai pemerintah, fungsi kehakim-
an yang dipunyai pengadilan, dan



budayﬁan atau pedoma.n
kehldupan ‘masyarakat, - dan
i : demokras; Juga terwujud

dem_ kra31 ada t1ga unsur yang men-
dasar yang sakral, yaitu -individu;
masyarakat <atau - komuniti, = dan
negara, (Suparlan 1991:4-11). Ke-
txga—tlganya selalu . berada dalam

konflik . kepentmgan atau  selalu-

dalam, " proses -persaingan. . untuk
saling.. menga!ahkan, tetapi salah
satu:di antara ketiganya tidak dapat
dikalahkan .secara absolut. Karena
keliga-tiganya  harus selalu - dalam
keadaan keseimbangan untuk dapat
tercapainya kesejahteraan -dan ke-
majuan. masyarakatnya. . Bila salah
salu . unsur., yang sakral : tersebut
ditindas:oleh. Yang lain maka yang
terjadi -adalah suasana kekacauan,
karena - .yang -ada adalah  ke-
sewenang-wenangan. -

“Dalam:tatanan demokrasi, hak-
hak:dan-kewajiban individu, ‘ma-
syarakat,dan 'negara dijamin dan
dibakukan ‘dalam dan melalui un-
dang-undang. - Schingga hak-hak
perorangan; -hak budaya serta Ke-
pertingan...© komuniti, - dan - ke-
wenangan . serta kehormatan negara
yang -diwakili _oleh . pemerintah
dapat dijaga dalam keseimbangan di
antara ketiga unsur tersebut. Bahkan

dalam konsiifusi sAmerika -Serikat
tiga unsur:sakral tersebut dijamin
hak.dan kewajibannya. Begitu.juga’
hubungan peranan antara individu,

individu. dan .masyarakat,: masya- .

rakat dan.masyarakat, dan antara-
mdmdu dengan negara dan anfara
masyarakat dengan: negara_ ditentu-
kan oleh.undang-undang, schingga
negara tidak dapat bertindak se-
wenang-wenang terhadap md1v1du-
dan masyarakat, atau. sebahknya:
individu atau masyarakat juga tidak
dapat mendommml negara, secara
sewanang-wenang untuk kepentmg-
an individu atau sesuatu kelompok
masyarakat Dengan «cara _ inilah
sebenarnya. tatanan _ kehldupan de-
mokrasi _ itu_ berlangsung Yaitu,
memproses masukan berupa modal
barang, dan _]asa untuk menghasxl—-
kan - keluaran berupa kesejahteraan
individu, masyarakat dan negara.
' Walaupun ada berbagal benmk_
dan corak masyarakat s:pﬂ atau
madam, tetap1 tldak ada sampun
masyarakat sipil yang militer.
Karena kehldupan sipil« d:bedakan
dari dan bahkan dnpertentangkan
dengan kehldupan militer. Meng-
ikuti pendapat Gellner (1995:32),
masyarakat sipil adalah sebuah:
masyarakat dengan seperangkat pra-
nata-pranata non-pemerintah yang
cukup kuat untuk menjadi penyeim-
bang dari ‘kekuatan negara, yang
pada saat yang sama, ‘mendorong
pemerintah  untuk *~ menjalankan
peranannya sebagai :penjaga per-
damaian dan -penegah di antara
berbagai kepentingan utama dalam:



masyarakat, serta"_:'mempunyal ke-

pej abamya' 'Masy
madam

diperi itah, kekuasaan & mayoriias

hak- hak__mmontas Jamman “hak- hak_

azasi manusna, pem:i:han yang
bebas dan 5u3ur, persamaan hak di
hadapan hukum, proses hukum
yang wajar, pembatasan kekuasaan
pemermtah secara. konstnus:onal
kemajemukan sos:al ekonoml po-
lmk dan budaya mIa:~mlan toleran=

pragmatxsme kerjasama dan
mufakat (hhat Lubls 1954; dan
USIS n. d) ;

Undang- Undang No 22 1999.

tenta_ng -pemerintah - daerah: dapat

dilihat sebagai -sebuah. upaya me-

nuju-masyarakat sipil demokratis di
Indonesia. -Dominasi pemerintah
pusal -ierhadap - pemerintahan  di

daerah, (propinsi-propinsi) di masa
pemerintahan yang barufalu yang

telah menyebabkan berbagal bentuk '

ketidakadilan - ‘dan = kenmpangan_'

daiam kesejahteraan hidup m: :
rakat, telah dicoba’ d:perbalki? Tile-
latui undang-undang i ini. Ketentuan'
dalam - UU""No.* 22,1999 yang
mengatur hubungan* antara’ badan'_
eksekutif dan’ leglsianf yang saling
menglmbangx dapat ‘dikatakan se--
bagai’ upaya - menciptakan tatanan
demokrasz pada tingkat- kenegaraan_
yang  terwujud pada tingkat - ad-
ministrasi’ ‘pemerintahan daerah'
'I‘etapx, lembaga ]udzkatzf yang': se-'
penuhnya “berada 'di tangan pe-
merintah  pusat tidak sepenuhnya
mencerminkan tatanan‘yang demo-
kratis. -Karena, ‘adanya ‘dominasi
kekuasaan pusat melalui badan Judi-
katif dapat melemahkan kehidupan
demokrasi pada ‘tingkit * daerah.
Begitu juga, dalamUU - No. 122,
1999 - ‘tersebut - tidak *tercermin
adanya“ tatanan :demokrasi yang
mengakui hak individu dan masya-
rakat (termasuk hak budaya serta
kepentingan komuniti lokal) dalam
hubungannya _dengan ' pemerintah
daerah”yang mewakili kepentingan
pemerintah pusat atau ‘negara. Per-
masalahan . -inj :saya kemukakan
dalam:'kaitan hubungannya dengan
melihat: demokrasi: bukan - hanya
semata-mata -melihatnya * sebagai
aturan - kenegaraan, - tetapi - sebagai
tatanan - demokrasi * (democratic
order) di ‘mana ‘masyarakat dan
warganya secara aktif berpartisipasi
di dalamnya “dan turut memprases
masukan berupa ‘program-program




pembangunan -untuk: kesejahitcraan
masyarakat ‘warga masyarakat, dan
negara:-(yang ; «diwakili oleh. pe~
menntah daerah) - —

FungsaPollsl

Dalam pengertnannya yang men-
asar dan. umum, +polisi adalah
baglan -dan ‘administrasi pemerm-
tahan tetapl bukan “administrasi ‘pe-
merintahan,” yang fungsmya ‘untuk
menegakkan * hukum, memelihara
keferaturan 'dan ‘ketertiban daiam
masyarakat “mendeteksi dan men-
cegah terjadmya kejahatan ‘dan
memerang: kejahatan. Dengan kata
1ain, (1) Polisi menegakkan hukum
dan’ bersamaan’ dengan ‘itu me-
negakkan keadilan sesuai dengan
hukum ‘yang  berlaku, yaity me-
negakkan - keadilan * dalam konflik
kepentingan yang ‘dihasilkan dari
hubungan antara individu, masya-
rakat dan negara (yang diwakili
oleh pemerintah), dan antar individu
serla’ antar masyarakat. (2) Meme-
rangi ‘ kejahatan yang mengganggu
dan méerugikan masyarakat, warga
masyarakat, dan negara. (3) Me-
ngayomi warga masyarakat, masya-
rakat, dan negara dari ancaman dan
tindak kejahatan yang mengganggu
dan merugikan. Tiga fungsi polisi
tersebut di atas harus dilihat dalam
perspektif bahwa individu, masya-
rakat,-dan negara masing-masing
merupakan sebuah sistem dan yang
secara : keseluruhan- adalah sebuah
sisem  yang memproses masukan
program-program pembangunan

untuk menghasilkan  keluaran be-
rupa: -kemakmuran, - keadilan, - dan
kesejahteraan. Dalam proses-pioses
yang -berlangsung tersebut, ~fungsi
polisi-’adalah - untuk menjaga -agar
keluaran. -yang . diharapkan sesuai
dengan: tujuan yang ingin dicapai,
dan menjaga agar individu, masya-
rakat, dan negara yang merupakan
unsur-unsur utama.dan sakral dalam
proses-proses tersebut tidak ter-
ganggu atau  dirugikan. Karena,
gangguan hanya akan mengakibat-
kan tidak dapat dicapainya hasil
keluaran yang dlharapkan Karena
it keberadaan polisi adalah fun_g-_-
sional dalam kehidupan manusia
dalam ‘Béfmasyarakat dan ber-
negara, juga keberadaan Polisi
Indonesia dalam masyarakat Indo-
nesia dilihat dari perspektif sejarah
sebagaimana -dikemukakan oleh
Prof. ' Awaludin Djamin (1999:1-
55). .

Sebagaimana dikemukakan oléh
Prof. Awaludin Djamin (1999),
Polisi Indonesia mempunyal fungsn
untuk menjaga keamanan masya-
rakatrdan negara Indonesia. Karena
Polisi Indonesia adalah merupakan
sebuah organisasi nasional yang
tidak berada di bawah administrasi
pemerintahan, tetapi menjalankan
fungsi-fungsi administrasi pemerin-
tahan dalam batas-batas tertentu,
yaitu sebagai pengayom dan pe-
lindung masyarakat. Fungsi Polisi
Indonesia lebih tepat berada di
bawah negara dan bukannya di
bawah badan sesuatu’ badan



\admmlstmsx pemcnntahan, karena

Lepada fungssnya yang semula yantu
sebagax pcnegak hukum pengayom
masyarakat dan warganya dan
pembcrantas kejahatan yang -me-
rupakan baglan dari sxstem nasxonal
Indonesia (Djamm 1999) Dalam
kapasxiasnya sebagax penegak hu-
kum Polisi Indonesia adalah hukum
1tu sendxn ‘dan. sebagal pengayom
Pohsl Indonesm “adalah warga
asyarakat yang dlben kewenangan
umuk mengatur dan .menjaga
kelemban dan kesejahteraan masya-
rakat dan warganya, dan sebagai
pemberantas kejahatan Polisi Indo-
nesia : dapat berfungsi_sebagai. sa-
tuan-satuan . kegiatan - pencegahan
agar kejahatan:tidak terjadi, bujukan
agar . tidak . melakukan, kejahatan,
maupun dengan.cara penghancuran
kejahatan yang nyata-nyata merugi-
kan :masyarakat, warga masyarakat
dan negara. - : :

. Ba"iley.'(1998) mengatakan bah:
wa polisi depan di Amerika- Senkat

dan di negara-negara. modern danj?

sipil yang demokratis ‘akan . hams_
lebih - menekankan _peranannya
dalam kegiatan-kegiatan pencegah»._
an. kejahatan .dan_ keteriiban. ma-
syarakat Kegnatan pencegahan
kejahatan -dan. upaya pencip
ketertxhan masyarakat menuntut ke-
mampuan polisi . untuk - mam
menilai . berbaga: gejala yang “ada
dalam masyarakat,. merencanakan
berbagm tindakan_yang dipe;
untuk mencegah terjadinya. kejahat-
an atau. yang merugikan masyarakat
dan warga; dan melakukan- tindak-
an- tmdakan___ pencegahan _kejaha_gax_;
yang . diperlukan sehingga tindak
kejahatan tersebut. dapat dicegah se-
belum terjadi atau. dibatasi kejadi-
annya. Polisi juga harus mampu
membuat evaluasi_atas apa yang
lelah . dilakukannya untuk dapat
mengantisipasi dampak-dampakse-
suatu  kejahatan dan .upayasupaya
pencegahannya..dan unwk diguna-
kan . sebagai acuan dalam. me-
nangani~“gejala-gejala  sejenis - di
masa.. mendatang . atau yang . ter-
wujud dalam masyarakat lainnya. .

::Lebih:1anjut, Bailey {1998: 241-
274) memberikan saran-saran me-
ngenai-pengorganisasian bagi polisi
yang ::mencakup tugas-lugas::ke-
polisian : dan -administrasi kepolisi-
an. ‘Apa-yang-diajukannya ‘tersebut
adalah dengan mengacu pada tugas-
tugas kepolisian-dalam pencegahan
kejahatan yang harus sesuai dengan




'kond131 masyarakat atau lingkungan

Dengan: _premis  bahwa
kejahatan ‘adalali® produk’ kondisi
sosial “dari gmasyarakat sctempat,
maka: pengorganisasian tugas-tugas
kepolisian dan_administrasi: kepoli-
sian-akan: ‘harus berbeda antara satu
masyarakat dengan . ma'syar_akat
iamnya pada tingkat lokal. .

Penekanan pada. pentmgnya pen-
cegahan kejahatan dan:penanganan
kerusuhan : adalah -merupakan :tun-
tutan mas_yarakat sipil yang modern,
yang- ‘dalam  -tatanan .. demokrasi
mempunyai kekuatan ‘untuk .me-
nunfut -adanya pelayanan = polisi
tersebut. Dalam -masyarakat 51p11
yang modern; setiap warga ma-
syarakat dituntut untuk berproduksi
dan berguna atau- setidak-tidaknya
dapat menghidupkan dirinya sendirt
serfa dapat saling menghidupi satu
sama “lainnya - dalam kehidupan
bermasyarakat. Mereka yang ‘tidak
berproduksi dianggap sebagai beban
bagi'warga masyarakat, atau benaiu
masyarakat. - Terlebih-lcbih <adalah
tindakan -kejahatan atau Kerusuhan
yang-akan 'dapat merusak -atau
menghancurkan - produktivitas dan
yang karena itu akan- dapat meng-
hancurkan masyarakat. Dalam ma-
syarakat modern tugas polisi adalah
menjaga: agar jalannya. produksi
yang mensejahterakan - masyarakat
dan warga. tersebut jangan sampai
térga_nggu-_atau hancur karena tindak
kejshatan dan kerusuhan. Tercakup
dalm -pengertian menjaga jalannya
produksi . dan produktivitas adalah

menjaga - kesejahteraan masyarakat .
dan warga serta harta benda.mereka;
karena warga, masyarakat, dan haria
benda mereka itu adalah unsur-
unsur.. - dalam. ..produktivitas . dan. .
tujuan wtama dalam upaya dalam
menjamin keberadaan manusia dan
masyarakatnya yang beradab.

Otonomi_

Daerah dan Pol:sn-
Indonesm : . e
+Indonesia - -adalah = masyarakat

majemuk. Yaitu sebuah masyarakat-
negara -yang  terdiri - atas. banyak
suku - -bangsa.: Suku’ bangsa-suku
bangsa tersebut dipersatukan - se-
bagai sebuah bangsa yang terwujud
sebagai -sebuah negara, - karena
dipersatukan oleh sistem  nasional
Indonesia. Sistem -nasional -Indo-
nesia . yang - terwujud. = sebagai
pemerintah - Indonesia  ‘menjalankan
pemerintahan dengan mengacu pada
kebudayaan nasional, vaitu ‘UUD
1945 dan pancasila, yang menjadi
pedoman bagi kehidupannya. Da-
lam . menjalankan administrasi pe-
merintahan, pemerintah dihadapkan
pada suku’ bangsa-suku bangsa
dengan kebudayaan masing-masing
yang terwujud scbagai masyarakat-
masyarakat suku bangsa vang men-
diami wilayah-wilayah yang secara
adat, mereka akui dan-diakui oleh
suku bangsa lainnya sebagai wi-
layah milik mereka masing-masing.
Sadar atau.tidak sadar, baik secara
terbuka maupun. secara tertutup,
konflik-konflik yang ada dalam
kehidupan berbangsa dan ber-



' m _arakat"di_._ Indonesw--' ini: ‘pada

rah yang : otonom_- _.yang pemusat-
annya ‘ada pada tmgkat kabupaten
(Dati 1) dapat ~dilihat sebagai
sebuah upaya pemermtah ““untuk
mewadahl kepentmgan atau: ' mem-
berdayakan masyarakat—masyarakat
suku bangsa setempat, serta meng-
akomodas: konﬂik—konﬂxk kepen-
tingan di- antara suku bangsa-suku
bangsa yang: hldup setempat ‘dan
antara suku: bangsa»suku bangsa
tersebut. dengan pemerintah . supaya
menjadi: terbatas: berlakunya ‘pada
tingkat Dati I “Sayangnya dalam
UWl"No. 22 Th.-1999 tersebut tidak
ada ketentuan - “yang - menyatakan
adanya: “hak - budaya::  komuniti
sebagai sebuah: satuan hak hidup
yang bulat:dan ‘menyeluruh: Tidak
dlperhltungkannya ~hak - budaya
komuniti - dari: suku-‘bangsa_yang
mencakup:hakuntuk hidup sesuai
dengan . ‘kebudayaannya- - masing-
masing; dan hak ‘adat atas tanah-dan
air beserta segala’ isinya dapat me-
micu ‘konflik-konflik dalam perten-
tangannya” dengan ‘hak ‘pemerintah
atas tanah “dan “air beserta~ segala
isinya+di.‘masa mendatang. Begitu
pula-hak untuk hidup-sesuai dengan
aturan-aturan - yang “berlaku: dalam
kebudayaannya ~tidak disinggung,
walaupun dalam- Pasal 11 -dinyata-

kan ‘bahwa  bidang pemermta .
yang . waijib  dilaksanakan:  oleh
Daerah Kabupaten dan. Daerah;-kota: '
antara lain+: adalah kebudayaan"

- Tetapx pengertian® kebudayaan da-

lam UU “No. 22:Th. 1999 tersebut
tersirat 'sebagai: keseman atau ::yang'
sejenis dengan itu.

Dalam UU'No. 22 1999 dinya-
takan -bahwa tugas-tugas keamanan
berada di- tangan pemerintah pusat-
Tersirat.dalam pernyataan ini: adaiah
bahwa ‘pelaksanaan tugasutugas
tersebut ada i pundak Pohsl In-_

nyataan “tersebut. Polisi - Indonesxa
adalah polisi> nasional.’ Pcnger_tz_a_n
polisi nasional adalah-bahwa Polisi
Indonesia, sebagai- sebuah pranata
dan organisasi- hanya ada sebuah
saja: dan . berfungsi secara nasional
walaupun.bertugas di-daerah yang
berada dalam wilayah:yang otonom;
Sehingga -dalam:6rganisasi Polisi
Indon'esia 'akan ada: pembedaan
tugas yang operasxonal yang_me-.
rupakan - “ujumg® - tombak :polisi’
adalal"Polres yang wilayah operasi-
nya adalah kabupaten ‘atau - Dau 1I
(Brosur: Polri). o

Permasaiahan permasalahan
yang akan’ dihadapi Polisi Indonesia
pada“tingkat dacrah akan berkaitan
dengan ‘upaya-upaya ddlam ‘me-
negakkan hukum dan dalam meng-
ayomi dan melindungi ‘masyarakat
dan’ warga, ' serta dalam - ‘upaya
pencegahan - - ‘dan ¢ pemberantasan
kejahatan. Permasalahan-



permasalahan ‘fersebut hau§ sejak“

awal- dlperhnungkan sehingga- tidak

menjadi’ permasalahan yang  lebih

kompieks ‘dimasa mendatang, pada

‘waktu" Ul No. 22 ters_ebut telahj

betul-betu} dxterapkan

Orgamsa51 Pohsl Indonesm pada'

tmgkat daerah akan mau tldak mau

menglkuti pengenjangan yang ada'
dalam struktur ~organisasi peme—'

rmtahan daerah. Pada tzngkat pro-

pinsi (Polda) akan berfung51 sebagal:

komando kebijaksanaan " maupun

sebagm koordinator ‘bagi Polres-_

polres. - Scdangkan Polres akan
membawahi Polsek, untuk tmgkat
kecamatan, dan Polsek akan mem-
bawahi Pos Polisi untuk kelurahan
dan sejumlah daerah yang dianggap
rawan - kejahatan dan - kerusuhan.
Dalam_ sistem pemeriniahan yang
bukan: otonomi, maka secara or-
ganisasi,tugas-tugas ‘polisi tersebut
tidak -ada%yang menjadi masalah.
Tetapi “dalam, sistem 'pemerintahan
daerah yang “otonom, oOrganisasi
Polisi- Indonesia yang ~ walaupun
bercorak nasional, tetap akan, harus
mempunyai - "corak - lokal sesuai
dengan daerahnya. Corak ‘tokal - ini
berkaitan dengan pengorganisasian
tanggungjawab -petugas dan dalam
conk: - ‘tugas-tugas - yang- harus
dijalankannya. P g

Pada tingkat propinsi pe_;abat
Polisi- Indonesia ‘dapat “ ditunjuk
secara nasional ‘tanpa harus mem-
perhitungkan ada atau tidak adanya
persetujuan atas pengangkatannya
dari pemerintah daerah dan DPR

setempat. Tetapi pada. tingkat Poi-
res, pejabat- atau ‘Kapolres yang
ditunjuk ‘secara nasional haruslah’
mem'péroleh' suatu  ’persetujuan’:
dari pcmermtah ‘dan DPRD'
setempat *Persetujuan’ berdasarkan
atas kecakapan dan profesmnahs-
menya sebagaz pohsa ‘berkenaan
dengan lugas—tugas pencegahan'
kejahatan pengayoman masyarakat'
dan Wwarga, dan dengan pem-
berantasan kejahatan Pada tmgkat'
Polsek pejabat atau K.apolsek
sebalknya dlangkat dari po]as: asal
propinsi atau kabupaten setempat
yang dapat diterima oleh semua
suk_u_ bangsa dan kclompok ke~
pentingan yang ada dalam kecamat-
an_ yang bersangkutan. Kapolsek
haruslah polisi yang tahu betul
mengenai masyarakat dan warga
yang hidup dalam kecamatan yang
bersangkutan dan. berbagai per-
masalahannya. .

- Kapolda dan Kapolres harus
membuat  rencana-rencana’ kerja
selama mereka ditugaskan, : me-
nyampaikan * garis ~besar rencana
kerja  tersebut .kepada .:DPRD
setempat. Kapolres harus menyam-
paikan tembusan laporan kepada
DPRD setempat mengenai tugas-
tugas yang telah dikerjakan selama
satu  tahun  kepada  Kapolda.
Kapolda ‘menyampaikan tembusan
laporan kepada DPRD setempat
mengenai “tugas-iugas yang telah
dilaksanakannya selama satu tahun
kepada Kapolri,



_aner yang dlatur secara

semasak-masaknya berdasarkan ra-_

sa keadllan Rasa _kead_ﬂan ini akan

penggajaan sesual goiohgan pangkat
dan penggajian sesuai dengan ke-
butuhan hidllp yang seiayaknya
dxpunym ‘oleh” petugas kepolisian
sesuaj- dengan rugas dan kepang—
katannya - :

Secara gans besamya Pohsl
Indonesm da]am otoniomi daerah
buKan' hanya dlgap dengan skala
nasional sesuai pangkamya tetapx
juga harus ‘diberi tambahan biaya
hidup ‘dari - pendapatan - daerah
dan/atau “dari” sumbangan, masya-
rakat,> Biaya hidup: untuk - dapat
hidupli.layak :sebagai petugas, sesuai
dengan-standard - hidup setempat,
sehingga. petugas - kepolisian - tidak
harus  melakukan pekerjaan “sam-
bilan.. yang . mengabaikan tugas
pokoknya sebagai polisi. Bagi
petugas - kepolisian - yang . jenjang
kariernya terbatas : pada tingkat
lokal, skala penggajian -tidak ber-
dasarkan _atas kepangkatan . tetapi
atas masa Kerja dan . atas :prestasi

Petugasr'kepohsxan pada tmgkat.

£ Sedangkan petugas ke-:

kerja. sebagai peiugas _kepolisian..
Sehingga seorang petugas kepolisi-
an. dengan pangkat bintara, . dapat,
mempunyai gaji yang lebih besar.
dari- seorang - perwira pertama__f; '

pohsxannya Dengan mekan
kontrol sepertx ini mungkm 3
Polisi Indonesia akan dapat me, adi
lebih baik. daripada yang selama ini
dipunyamya -

~Masalah . lam yang patut chantl-
sipasi- adalah " berkenaan - dengan
tugas kepolisian, .yaitu. sebagai. pe-
negak:. hukum. .dan . sebagai.. pe-
ngayom masyarakat. dan  warga.
Sebagai - penegak hukum  petugas
polisi: -akan harus mengacu pada
hukum .nasional. - Sedangkan dalam
berbagai - kasus- yangsada dalam
masyarakat-masyarakat - setempat;
hukem™ nasional ..seringkali .. ber-
tentangan . dengan - hukum - -yang
secara.:-adat - berlaku - setempat.
Contohnya, di: Timor «(NTT), -pen-
curian sapi:yang.secara-tradisional
telah ditangkal dengan cara meng:
haruskan si. pencuri.. sapi:. yang
tertangkap untuk mengganti s¢jum-
lah sapi sesuai.dengan jumlah yang
dicurinya, dan ditambah lagi-dengan
membayar denda dengan. sejumlah
sapi; yang sama dengan jumlah sapi



. _ ;_Anda b;?:gian dari kami, maka kenalilah kami

yang: ‘dicurinya, “dan kalau ‘tidak
dapat'mengganti jumlah yang dicuri
serfa " dendanya maka si pencuri
tersebut harus bekerja paksa pada
orang ‘yang telah dicuri sapinya,
sampa' _umiah hutangnya lunas.

penga llan 31 warga yang kecunan
sapi tldak memperoleh penggantian
atss sapinya yang ‘kilang. Polisi

yang seharusnya menjadi pengayom-

masyarakat dan warga, secara t:dak
disadari telah menjadi sebahknya
yaxtu meruglkan masyarakat dan
warga. Kasus-kasus seperti ini ba-
nyak terjadi di selurub Indonesia,

“.++ - baik di daerah pedesaan maupun i
anan hukum adgt m: f'::.'-daerah perkotaan, dan.bahkan ter-
jadi_di Jakarta, Sehmgga banyak
. orang Jakarta mengatakan ‘bahwa
'3'-':-'___"’ka!au keh:langan kambmg Iapor

-pada polisi akan’ kehllangan sapi

Dalam kehldupan masyarakat

Indonesm zaman_orde baru yang

' otonter, isyu- isyu sepern itu dengan
.f mudah d:redam . Tetapi dalam ke-
< hldupan masyarakat - Zaman refor-

“‘masi yang sipil dan demokratis, dan
i lebih-lebih lagi ‘bila terjadi  ‘dan
'berkem‘nang dalam  masyarakat

daerah yang kecil skala kegiatan
hidupnya, citra polisi akan jatuh
berantakan. ¥Karena, polisi akan



: ".dxtudmg sebagal merug:kan masya-
_rakat dan bukan pengayom masya-
rakat

Padahal -permasalabannya
_pengambilan  ke-

putusan __uﬁtuk memilih - fungsi

hukum_ epohsaan atau admmlstras;

kepolisian = yang ~diserfai dengan .
petunjuk | melakukan diskresi kepada
petugas, pohsz yang lebih memihak -

pada  mengayomi masyarakat di-
bandingkan - dengan pada fungsi
sebagai penegak ‘hukum dalam

kasus-kasus yang sejems Seperti.

tersebut di atas.
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